
 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Penegakan Hukum Pidana 

 

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan 

hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila 

berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan 

dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di 

dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai 

pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan 

untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana
1
  

 

Menurut Roscoe Pound hukum adalah sebagai sarana untuk melakukan rekayasa 

sosial (social engineering). Keadilan bukanlah hubungan sosial yang ideal atau 

beberapa bentuk kebajikan. Ia merupakan suatu hal dari “penyesuaian-

penyesuaian hubungan tadi dan penataan perilaku sehingga tercipta kebaikan, alat 

yang memuaskan keinginan manusia untuk memiliki dan mengerjakan sesuatu, 

melampaui berbagai kemungkinan terjadinya ketegangan, inti teorinya terletak 

pada konsep “kepentingan”. Ia mengatakan bahwa sistem hukum mencapai tujuan 

ketertiban hukum dengan mengakui kepentingan-kepentingan itu, dengan 

menentukan batasan-batasan pengakuan atas kepentingan-kepentingan tersebut 

dan aturan hukum yang dikembangkan serta diterapkan oleh proses peradilan 
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memiliki dampak positif serta dilaksanakan melalui prosedur yang berwibawa, 

juga berusaha menghormati berbagai kepentingan sesuai dengan batas-batas yang 

diakui dan ditetapkan.
2
 

 

Kebutuhan akan adanya kontrol sosial bersumber dari fakta mengenai kelangkaan. 

Kelangkaan mendorong kebutuhan untuk menciptakan sebuah sistem hukum yang 

mampu mengklasifikasikan berbagai kepentingan serta menyahihkan sebagian 

dari kepentingan-kepentingan itu. Ia menyatakan bahwa hukum tidak melahirkan 

kepentingan, melainkan menemukannya dan menjamin keamanannya. Hukum 

memilih untuk berbagai kepentingan yang dibutuhkan untuk mempertahankan dan 

mengembangan peradaban. Pound mengakui adanya tumpang tindih dari berbagai 

kelompok kepentingan, yaitu antara kepentingan individual atau personal dengan 

kepentingan public atau sosial. Semua itu diamankan melalui dan ditetapkan 

dengan status “hak hukum”. 

 

Law as a tool of sosial engineering merupakan teori yang dikemukakan oleh 

Roscoe Pound, yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat, 

dalam istilah ini hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial 

dalam masyarakat. Dengan disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia, 

konsepsi “law as a tool of social engineering” yang merupakan inti pemikiran dari 

aliran pragmatic legal realism itu, oleh Mochtar Kusumaatmadja kemudian 

dikembangkan di Indonesia. Menurut pendapat Mochtar Kusumaatmadja, 

konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat Indonesia lebih luas 

jangkauan dan ruang lingkupnya daripada di Amerika Serikat tempat 
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kelahirannya, alasannya oleh karena lebih menonjolnya perundang-undangan 

dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia (walau yurisprudensi memegang 

peranan pula) dan ditolaknya aplikasi mekanisme daripada konsepsi tersebut yang 

digambarkan akan mengakibatkan hasil yang sama daripada penerapan faham 

legisme yang banyak ditentang di Indonesia.
3
 

 

Hukum yang digunakan sebagai sarana pembaharuan itu dapat berupa undang-

undang atau yurisprudensi atau kombinasi keduanya, seperti telah dikemukakan 

dimuka, di Indonesia yang paling menonjol adalah perundang-undangan, 

yurisprudensi juga berperan namun tidak seberapa. Agar supaya dalam 

pelaksanaan perundang-undangan yang bertujuan untuk pembaharuan itu dapat 

berjalan sebagaimana mestinya, hendaknya perundang-undangan yang dibentuk 

itu sesuai dengan apa yang menjadi inti pemikiran aliran sociological 

Jurisprudence yaitu hukum yang baik hendaknya sesuai dengan hukum yang 

hidup di dalam masyarakat. Sebab jika ternyata tidak, akibatnya ketentuan 

tersebut akan tidak dapat dilaksanakan dan akan mendapat tantangan-tantangan. 

Beberapa contoh perundang-undangan yang berfungsi sebagai sarana 

pembaharuan dalam arti merubah sikap mental masyarakat tradisional kearah 

modern. 

 

Law as a tool of social engineering dapat pula diartikan sebagai sarana yang 

ditujukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-

tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu masalah yang dihadapi di 

dalam bidang ini adalah apabila terjadi apa yang dinamakan oleh Gunnar Myrdal 
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sebagai softdevelopment yaitu di mana hukum-hukum tertentu yang dibentuk dan 

diterapkan ternyata tidak efektif. Gejala-gejala semacam itu akan timbul, apabila 

ada faktor-faktor tertentu yang menjadi halangan. Faktor-faktor tersebut dapat 

berasal dari pembentuk hukum, penegak hukum, para pencari keadilan, maupun 

golongan-golongan lain dalam masyarakat.
 4

 

 

Faktor-faktor tersebut harus diidentifikasikan, karena suatu kelemahan yang 

terjadi kalau hanya tujuan-tujuan yang dirumuskan tanpa mempertimbangkan 

sarana-sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. kalau hukum merupakan 

sarana yang dipilih untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut maka prosesnya tidak 

hanya berhenti pada pemilihan hukum sebagai sarana saja tetapi pengetahuan 

yang mantap tentang sifat-sifat hukum juga perlu diketahui untuk agar tahu batas-

batas di dalam penggunaan hukum sebagai sarana untuk mengubah ataupun 

mengatur perilaku warga masyarakat. Sebab sarana yang ada, membatasi 

pencapaian tujuan, sedangkan tujuan menentukan sarana-sarana mana yang tepat 

untuk dipergunakan. Hukum di dalam masyarakat modern saat ini mempunyai ciri 

menonjol yaitu penggunaannya telah dilakukan secara sadar oleh masyarakat. 

 

Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk 

menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban 

kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas 

bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan 

mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.
5
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Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang 

menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana 

materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun 

demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks 

sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan 

kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan 

demikian demi apa yang dikatakan sebagai precise justice, maka ukuran-ukuran 

yang bersifat materiil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang 

bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.  

 

Pandangan penyelenggaraan tata hukum pidana demikian itu disebut sebagai 

model kemudi (stuur model). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang 

yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan 

meneruskan perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan 

penetapan hukum. Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak 

menuntut seseorang di muka pengadilan. Ini semua adalah bagian dari kegiatan 

dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut crime 

control suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-

tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
 6
  

 

Sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana 

substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam 

bentuk yang bersifat prefentif, represif maupun kuratif. Dengan demikian akan 
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nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar subsistem peradilan pidana 

yakni lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.  

 

Satu istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana, menurut 

Muladi yaitu due process of law yang dalam Bahasa Indonesia dapat 

diterjemahkan menjadi proses hukum yang adil atau layak. Secara keliru arti dari 

proses hukum yang adil dan layak ini seringkali hanya dikaitkan dengan 

penerapan aturan-aturan hukum acara pidana suatu negara pada seorang tersangka 

atau terdakwa. Padahal arti dari due process of law ini lebih luas dari sekedar 

penerapan hukum atau perundang-undangan secara formil.
7
  

 

Pemahaman tentang proses hukum yang adil dan layak mengandung pula sikap 

batin penghormatan terhadap hak-hak warga masyarakat meski ia menjadi pelaku 

kejahatan, namun kedudukannya sebagai manusia memungkinkan dia untuk 

mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi. Paling tidak hak-hak untuk didengar 

pandangannya tentang peristiwa yang terjadi, hak didampingi penasehat hukum 

dalam tiap tahap pemeriksaan, hak memajukan pembelaan dan hak untuk disidang 

di muka pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak memihak.
8
  

 

Konsekuensi logis dari dianutnya proses hukum yang adil dan layak ialah sistem 

peradilan pidana selain harus melaksanakan penerapan hukum acara pidana sesuai 

dengan asas-asasnya, juga harus didukung oleh sikap batin penegak hukum yang 
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menghormati hak-hak masyarakat. Kebangkitan hukum nasional mengutamakan 

perlindungan hak asasi manusia dalam mekanisme sistem peradilan pidana.
9
  

 

Perlindungan hak-hak tersebut, diharapkan sejak awal sudah dapat diberikan dan 

ditegakkan.
 
Selain itu diharapkan pula penegakan hukum berdasarkan undang-

undang tersebut memberikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan 

bertanggungjawab. Semua itu hanya terwujud apabila orientasi penegakan hukum 

dilandaskan pada pendekatan sistem, yaitu mempergunakan segenap unsur di 

dalamnya sebagai suatu kesatuan yang saling interrelasi dan mempengaruhi. 

Artinya penegakan hukum merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan 

antara satu dengan yang lainnya, karena saling berkaitan dan mempengaruhi. 

 

Hal ini tidak berarti sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice 

system) antar lembaga penegak hukum harus menjadi satu fungsi di bawah “satu 

atap”, akan tetapi masing-masing fungsi tetap dibawah koordinasi sendiri-sendiri 

yang independen dengan kerjasama yang aktif dalam persepsi yang sama dilihat 

dari fungsi dan wewenang masing-masing lembaga tersebut. Keterpaduan antara 

subsistem dalam penegakan hukum menjadi penentu efektifvitas suatu peraturan. 

Sistem hukum dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan jika semua 

unsur saling mendukung dan melengkapi. Berkaitan dengan hal tersebut, ada 

anggapan yang menyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan proses psikis 

yang terdapat dalam diri manusia yang mungkin timbul dan mungkin pula tidak 

timbul. Oleh karena itu, semakin tinggi taraf kesadaran hukum seseorang, akan 

semakin tinggi pula tingkat ketaatan dan kepatuhannya kepada hukum, dan 
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sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum seseorang maka ia akan 

banyak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum, sehingga tidak 

mengherankan kalau ada yang merumuskan kesadaran hukum itu sebagai suatu 

keseluruhan yang mencakup pengetahuan tentang hukum, penghayatan fungsi 

hukum, dan ketaatan kepada hukum. 

Penegakan hukum pada dasarnya merupakan upaya untuk tegaknya atau 

berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam 

lalulintas atau hubungan–hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara. Ditinjau darui sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan 

oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum 

itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja 

yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan 

sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti 

dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi 

subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur 

penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, 

apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk 

menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau 

dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga 

mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu 

mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan 

formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, tetapi dalam 
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arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang 

formal dan tertulis saja.
10

 

Penegakan hukum sebagai upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik 

dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai 

pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum 

yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi 

tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya 

norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara. Dari pengertian yang luas itu, pembahasan kita tentang penegakan 

hukum dapat kita tentukan sendiri batas-batasnya Apakah kita akan membahas 

keseluruhan aspek dan dimensi penegakan hukum itu, baik dari segi subyeknya 

maupun obyeknya atau kita batasi haya membahas hal-hal tertentu saja, misalnya 

hanya menelaah aspek-aspek subyektif saja. Makalah ini memang sengaja dibuat 

untuk memberikan gambaran saja mengenai keseluruhan aspek yang terkait 

dengan tema penegakan hukum itu.
11

  

Masalah penegakan hukum adalah merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh 

setiap masyarakat. Walaupun kemudian setiap masyarakat dengan 

karakteristiknya masing-masing, mungkin memberikan corak permasalahannya 

tersendiri di dalam kerangka penegakan hukumnya. Namun setiap masyarakat 

mempunyai tujuan yang sama, agar di dalam masyarakat tercapai kedamaian 

sebagai akibat dari penegakan hukum yang formil. 
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Kedamaian tersebut dapat diartikan bahwa di satu pihak terdapat ketertiban antar 

pribadi yang bersifat ekstern dan di lain pihak terdapat ketenteraman pribadi 

intern. Demi tercapainya suatu ketertiban dan kedamaian maka hukum berfungsi 

untuk memberikan jaminan bagi seseorang agar kepentingannya diperhatikan oleh 

setiap orang lain. Jika kepentingan itu terganggu, maka hukum harus 

melindunginya, serta setiap ada pelanggaran hukum. Oleh karenanya hukum itu 

harus dilaksanakan dan ditegakkan tanpa membeda-bedakan atau tidak 

memberlakukan hukum secara diskriminatif. 

 

Karakteristik hukum sebagai kaedah selalu dinyatakan berlaku umum untuk siapa 

saja dan di mana saja dalam wilayah negara, tanpa membeda-bedakan. Meskipun 

ada pengecualian dinyatakan secara eksplisit dan berdasarkan alasan tertentu yang 

dapat diterima dan dibenarkan. Pada dasarnya hukum itu tidak berlaku secara 

diskriminatif, kecuali oknum aparat atau organisasi penegak hukum dalam 

kenyataan sosial telah memberlakukan hukum itu secara diskriminatif. Akhirnya 

penegakan hukum tidak mencerminkan adanya kepastian hukum dan rasa keadilan 

dalam masyarakat. Penegakan hukum, tekanannya selalu diletakkan pada aspek 

ketertiban. Hal ini mungkin sekali disebabkan oleh karena hukum diidentikkan 

dengan penegakan perundang-undangan, asumsi seperti ini adalah sangat keliru 

sekali, karena hukum itu harus dilihat dalam satu sistem, yang menimbulkan 

interaksi tertentu dalam berbagai unsur sistem hukum.
 12

 

 

Hukum adalah kontrol sosial dari pemerintah sebagai aturan dan proses sosial 

yang mencoba mendorong perilaku, baik yang berguna atau mencegah perilaku 
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yang buruk. Di sisi lain kontrol sosial adalah jaringan atau aturan dan proses yang 

menyeluruh yang membawa akibat hukum terhadap perilaku tertentu, misalnya 

aturan umum perbuatan melawan hukum. Tidak ada cara lain untuk memahami 

sistem hukum selain melihat perilaku hukum yang dipengaruhi oleh aturan 

keputusan pemerintah atau undang-undang yang dikeluarkan oleh pejabat yang 

berwenang. Jika seseorang berperilaku secara khusus adalah karena diperintahkan 

hukum atau karena tindakan pemerintah atau pejabat lainnya atau dalam sistem 

hukum. Namun demikian dibutuhkan kontrol sosial terhadap pemerintah, karena 

tidak dapat dipungkiri, bahwa tiada kuda tanpa kekang. Begitu juga tiada 

penguasa dan aparaturnya yang bebas dari kontrol sosial.  

 

Hukum akan menjadi berarti apabila perilaku manusia dipengaruhi oleh hukum 

dan apabila masyarakat menggunakan hukum menuruti perilakunya, sedangkan di 

lain pihak efektivitas hukum berkaitan erat dengan masalah kepatuhan hukum 

sebagai norma. Hal ini berbeda dengan kebijakan dasar yang relatif netral dan 

bergantung pada nilai universal dari tujuan dan alasan pembentukan undang-

undang. Dalam praktek dapat dilihat bahwa ada undang-undang sebagian besar 

dipatuhi dan ada undang-undang yang tidak dipatuhi. Sistem hukum jelas akan 

runtuh jika setiap orang tidak mematuhi undang-undang dan undang-undang itu 

akan kehilangan maknanya.
13

 

 

Ketidakefektifan undang-undang cenderung mempengaruhi waktu sikap dan 

kuantitas ketidakpatuhan serta mempunyai efek nyata terhadap perilaku hukum, 

termasuk perilaku pelanggar hukum. Kondisi ini akan mempengaruhi penegakan 
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hukum yang menjamin kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian 

hukum dapat dilihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan 

kepastian karena hukum. Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap 

norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya 

tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa 

perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul 

peristiwa-peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma 

hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga 

timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada 

ketidakpastian hukum. Sedangkan “kepastian karena hukum” dimaksudkan, 

bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum 

menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan 

mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya 

kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak 

tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu. 

 

Hukum tidak identik dengan undang-undang, jika hukum diidentikkan dengan 

perundang-undangan, maka salah satu akibatnya dapat dirasakan, adalah kalau ada 

bidang kehidupan yang belum diatur dalam perundang-undangan, maka dikatakan 

hukum tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Demikian juga kepastian 

hukum tidak identik dengan dengan kepastian undang-undang. Apabila kepastian 

hukum diidentikkan dengan kepastian undang-undang, dalam proses penegakan 

hukum dilakukan tanpa memperhatikan kenyataan hukum yang berlaku. 
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Para penegak hukum yang hanya bertitik tolak dari substansi norma hukum formil 

yang ada dalam undang-undang, akan cenderung mencederai rasa keadilan 

masyarakat. Seyogyanya penekanannya di sini, harus juga bertitik tolak pada 

hukum yang hidup (living law). Lebih jauh para penegak hukum harus 

memperhatikan budaya hukum (legal culture), untuk memahami sikap, 

kepercayaan, nilai dan harapan serta pemikiran masyarakat terhadap hukum dalam 

sistim hukum yang berlaku
 14

 

 

Berbicara tentang nilai kepastian hukum, maka sebagai nilai tuntutannya adalah 

semata-mata peraturan hukum positif atau peraturan perundang-undangan. Pada 

umumnya bagi praktisi hanya melihat pada peraturan perundang-undangan saja 

atau melihat dari sumber hukum yang formil. Sebagaimana diketahui undang-

undang itu, tidak selamanya sempurna dan tidak mungkin undang-undang itu 

dapat mengatur segala kebutuhan hukum dalam masyarakat secara tuntas. 

Adakalanya undang-undang itu tidak lengkap dan adakalanya undang-undang itu 

tidak ada ataupun tidak sempurna. Keadaan ini tentunya menyulitkan bagi hakim 

untuk mengadili perkara yang dihadapinya. Namun, dalam menjalankan fungsinya 

untuk menegakkan keadilan, maka hakim tentunya tidak dapat membiarkan 

perkara tersebut terbengkalai atau tidak diselesaikan sama sekali. 

 

Dalam kondisi yang demikian ini, masyarakat hanya menginginkan adanya suatu 

kepastian hukum, yaitu adanya suatu peraturan yang dapat mengisi kekosongan 

hukum tanpa menghiraukan apakah hukum itu adil atau tidak. Kenyataan sosial 

seperti ini memaksa pemerintah untuk segera membuat peraturan secara praktis 
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dan pragmatis, mendahulukan bidang-bidang yang paling mendesak sesuai dengan 

tuntutan masyarakat tanpa perkiraan strategis, sehingga melahirkan peraturan-

peraturan yang bersifat tambal sulam yang daya lakunya tidak bertahan lama. 

Akibatnya kurang menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dalam 

masyarakat. Sebaiknya mekanisme dan prosedur untuk menentukan prioritas 

revisi atau pembentukan undang-undang baru, masyarakat harus mengetahui 

sedini mungkin dan tidak memancing adanya resistensi dari masyarakat, maka 

setidak-tidaknya dilakukan dua macam pendekatan yaitu pendekatan sistem dan 

pendekatan kultural politis.  

 

Dalam pelaksanaan penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan, namun 

hukum itu tidak identik dengan keadilan, hukum itu bersifat umum, mengikat 

setiap orang, bersifat menyamaratakan. Setiap orang yang mencuri harus dihukum 

tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya keadilan bersifat 

subjektif, individualistis dan tidak menyamaratakan.
15

 Adil bagi seseorang belum 

tentu dirasakan adil bagi orang lain.Keabsahan berlakunya hukum dari segi 

peraturannya barulah merupakan satu segi, bukan merupakan satu-satunya 

penilaian, tetapi lebih dari itu sesuai dengan potensi ketiga nilai-nilai dasar yang 

saling bertentangan. Apa yang sudah dinilai sah atas dasar persyaratan yang harus 

dipenuhi oleh suatu peraturannya, bisa saja dinilai tidak sah dari kegunaan atau 

manfaat bagi masyarakat.  

Hukum yang harus ditegakkan itu pada intinya bukanlah norma aturan sendiri, 

melainkan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Memang ada doktrin 
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yang membedakan antara tugas hakim dalam proses pembuktian dalam perkara 

pidana dan perdata. Dalam perkara perdata dikatakan bahwa hakim cukup 

menemukan bukti formil belaka, sedangkan dalam perkara pidana barulah hakim 

diwajibkan mencari dan menemukan kebenaran materil yang menyangkut nilai-

nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam peradilan pidana. Namun demikian, 

hakikat tugas hakim itu sendiri memang seharusnya mencari dan menemukan 

kebenaran materil untuk mewujudkan keadilan materiil. Kewajiban demikian 

berlaku, baik dalam bidang pidana maupun perdata. Penegakan hukum seharusnya 

berisikan penegakan keadilan itu sendiri, sehingga penegakan hukum dan 

penegakan keadilan merupakan dua sisi dari mata uang yang sama. Setiap norma 

hukum sudah dengan sendirinya mengandung ketentuan tentang hak-hak dan 

kewajiban-kewajiban para subyek hukum dalam lalu lintas hukum. Norma-norma 

hukum yang bersifat dasar, tentulah berisi rumusan hak-hak dan kewajiban-

kewajiban yang juga dasar dan mendasar. Karena itu, secara akademis, 

sebenarnya persoalan hak dan kewajiban asasi manusia memang menyangkut 

konsepsi yang niscaya ada dalam keseimbangan konsep kepastian hukum dan 

keadilan.  

B. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia 

 

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Kepolisian bertujuan untuk 

mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan 

ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, 
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pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman 

masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.  

 

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi 

pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan 

hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 

 

Menurut Pasal 3 disebutkan bahwa pengemban fungsi kepolisian adalah 

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh: 

a) Kepolisian khusus;  

Kepolisian khusus adalah instansi dan/atau badan Pemerintah yang oleh atau 

atas kuasa undang-undang (peraturan perundang-undangan) diberi wewenang 

untuk melaksanakan fungsi kepolisian dibidang teknisnya masing-masing. 

Wewenang bersifat khusus dan terbatas dalam "lingkungan kuasa soal-soal" 

(zaken gebied) yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang 

menjadi dasar hukumnya. Contoh "kepolisian khusus" yaitu Balai Pengawasan 

Obat dan Makanan (Ditjen POM Depkes), Polsus Kehutanan, Polsus di 

lingkungan Imigrasi dan lain-lain. 

b) Penyidik Pegawai Negeri Sipil;  

c) Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.  

Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa adalah suatu bentuk pengamanan yang 

diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang 

kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, seperti satuan pengamanan lingkungan dan badan usaha di bidang 
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jasa pengamanan. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa memiliki 

kewenangan kepolisian terbatas dalam "lingkungan kuasa tempat" (teritoir 

gebied/ruimte gebied) meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, 

lingkungan pendidikan. Contohnya adalah satuan pengamanan lingkungan di 

pemukiman, satuan pengamanan pada kawasan perkantoran atau satuan 

pengamanan pada pertokoan. Pengaturan mengenai pengamanan swakarsa 

merupakan kewenangan Kapolri. Pengemban fungsi kepolisian tersebut 

melaksanakan fungsi kepolisian sesuai peraturan perundang-undangan yang 

menjadi dasar hukumnya masing-masing. 

 

Selanjutnya Pasal 5 menyebutkan bahwa kepolisian merupakan alat negara yang 

berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan 

hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. 

 

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang 

merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran:  

a. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis 

masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan 

nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh 

terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya 

ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan 

potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan 

menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk 

gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.  
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b. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan 

terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, 

serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau 

kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri. 

 

Berdasarkan pasal di atas maka diketahui bahwa organisasi polisi secara 

keseluruhan mulai dari tingkat Mabes Polri hingga ke Pospol merupakan 

organisasi yang sangat besar, menganut bentuk organisasi garis, staf dan 

fungsional. Dalam hal pengorganisasian Polri, pejabat satuan pelaksana memiliki 

kewenangan dan dapat melaksanakan semua tugas kepolisian, sedangkan pada 

pejabat fungsi memiliki kewenangan terbatas dalam bidang pekerjaan tertentu. 

Secara labih rinci, pada tingkat Polres, bentuk organisasinya adalah garis dan 

fungsional. Ini ditunjukkan dari adanya pejabat-pejabat Kapolsek yang memiliki 

kewenangan untuk melaksanakan seluruh tugas kepolisian di wilayah hukum 

Polsek masing-masing, di samping itu ada pejabat fungsional baik di bidang 

opersional, bagian administrasi dan unit pelayanan, pengaduan, dan penegakan 

disiplin. Dihadapkan pada kondisi masyarakat yang berkembang secara dinamis, 

Polri yang memiliki organisasi sangat besar tersebut apabila tidak diimbangi 

peningkatan profesionalitas dan spesialisasi dalam mengemban tugas maka 

penonjolan kekuasaan dalam menjalankan tugas sangat mungkin masih akan terus 

berlangsung.  
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Penyelenggarakan tugas dalam bidang proses pidana diatur dalam Pasal 16, di 

mana Polri berwenang untuk:  

a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;  

b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara 

untuk kepentingan penyidikan;  

c. Membawa dan menghadapkan orang pada penyidik dalam rangka penyidikan;  

d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa 

tanda pengenal diri;  

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;  

f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;  

g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 

pemeriksaan perkara;  

h. Mengadakan penghentian penyidikan;  

i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum; 

j. Mengajukan permintaan secara langsung pada pejabat imigrasi yang 

berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau 

mendadak untuk mencegah orang yang disangka melakukan tindak pidana;  

k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik Pegawai Negeri 

Sipil serta menerima hasil penyidikan dari penyidik Pegawai Negeri Sipil 

untuk diserahkan kepada penuntut umum;  

l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Tindakan 

lain tersebut adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan 

jika memenuhi syarat sebagai berikut: 

(i) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;  

(ii) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan dilakukan;  

(iii)Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;  

(iv) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan 

(v) Menghormati Hak Asasi Manusia.  

 

 

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan 

wewenangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah 

hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik 

Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut 

penilaiannya sendiri. Pelaksanaan ketentuan tersebut hanya dapat dilakukan dalam 

keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan 

dan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
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Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung 

jawab kepada Presiden baik dibidang fungsi kepolisian preventif maupun represif 

yustisial. Namun demikian pertanggungjawaban tersebut harus senantiasa 

berdasar kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam rangka 

menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.  

 

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan kondisi dinamis masyarakat 

sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam 

rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, 

ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang 

mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan 

masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk 

pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan 

masyarakat. 

 

C. Tindak Pidana Prostitusi Online 

1. Pengertian Tindak Pidana Prostitusi Online 

Interaksi manusia tidak saja berwujud interaksi dengan sesamanya tetapi juga 

interaksi dengan lingkungan. Wujud yang lebih luas, interaksi dengan lingkungan 

bisa berbentuk interaksi anggota masyarakat dengan berbagai budaya, gaya hidup, 

dan kondisi perekonomian, kondisi keamanan, kebijakan pemerintah, dan 

sebagainya. Salah satu di antara penyimpangan sosial yang banyak terdapat di 

seluruh negara adalah prostitusi. Di Indonesia dalam empat tahun terakhir ini, 



 

 

42 

banyak sekali anak di bawah usia 18 tahun yang terjebak di dalam dunia 

prostitusi.
16

 

 

Pada saat ini praktik prostitusi sangat mudah berkembang dalam masyarakat, 

karena praktik prostitusi dapat juga dilakukan melalui media internet, begitu 

banyak pula fasilitas yang dapat dijadikan untuk melakukan praktik prostitusi, 

karena situs-situs yang telah didaftarkan oleh pelaku kepada Internet Service 

Provider atau (ISP) tidak ditinjau atau diperiksa terlebih dahulu oleh pihak ISP. 

 

Hal tersebut memaksa penegakan hukum dalam teknologi informasi sangatlah 

penting. Beberapa undang-undang yang mengatur tentang prostitusi pada saat ini 

dapat dilihat di dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang 

menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang 

berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka 

(machtstaat). 

 

Praktik prostitusi pada saat ini, selain diatur oleh KUHP, juga diatur oleh Pasal 27 

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik: 

”Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik 

dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar 

kesusilaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 enam tahun dan/atau 

denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 satu miliar rupiah”. 
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Pasal 27 Ayat (1) di atas menegaskan adanya perbuatan yang melanggar 

kesusilaan yaitu menampilkan sekumpulan data elektronik berupa foto, dan 

mendistribusikan, serta dapat diaksesnya dokumen elektronik yang berada di 

dalam situs tersangka. Ketentuan tersebut dapat diterapkan terhadap kasus di atas, 

dan apabila kasus tersebut telah sampai di pengadilan, maka sekumpulan data 

elektronik berupa foto itu harus ada hasil cetaknya untuk dijadikan suatu alat bukti 

yang sah. Seperti yang termuat pada Pasal 5 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “ 

Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya 

merupakan alat bukti hukum yang sah”. Pasal tersebut menegaskan bahwa 

perbuatan yang dilakukan oleh pelaku praktik prostitusi dapat dibuktikan telah 

melakukan suatu tindakan kejahatan, dengan menampilkan foto-foto wanita 

penghibur, dan apabila dokumen elektronik berupa foto yang diperoleh dari situs 

milik tersangka telah ada hasil cetaknya. Hasil cetak terebut merupakan perluasan 

dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, 

seperti yang dijelaskan pada Pasal 5 Ayat (2), menyatakan “Informasi elektronik 

dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada 

Ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara 

yang berlaku di Indonesia”. 

 

Undang-undang lain yang menjelaskan tentang pelanggaran mengenai praktik 

prostitusi juga terdapat di dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 

44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pornoaksi yang menyatakan: "setiap orang 

dilarang menyediakan jasa pornografi: menawarkan atau mengiklankan, baik 

langsung maupun tidak langsung layanan seksual". 
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Berkaitan dengan hal itu, selain ketentuan hukum di atas perlu diperhatikan pula 

sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, 

media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. 

 

2. Ruang Lingkup Internet dan Penjualan Jasa Seksual 

 

Internet berasal dari kata interconnection networking yang mempunyai arti 

hubungan berbagai komputer dengan berbagai tipe yang membentuk sistem 

jaringan yang mencakup seluruh dunia.
17

 Pengertian lainnya yaitu dari segi ilmu 

pengetahuan, internet adalah sebuah perpustakaan besar yang di dalamnya 

terdapat jutaan artikel, buku, jurnal, kliping, foto, dan peluang bisnis dalam 

bentuk media elektronik. 

 

Sejarah Internet dapat dibagi dalam empat aspek yaitu: 

a) Adanya aspek evolusi teknologi yang dimulai dari riset packet switching 

(paket pensaklaran) ARPANET (berikut teknologi perlengkapannya) yang 

pada saat itu dilakukan riset lanjutan untuk mengembangkan wawsan terhadap 

infrastuktur komunikasi data yang meliputi beberapa dimensi seperti skala, 

kehandalan, dan kefungsian tingkat tinggi. 

b) Adanya aspek pelaksanaan dan pengelolaan sebuah infrastruktur yang global 

dan kompleks 

c) Adanya aspek sosial yang terdiri dari para para user di internet yang 

bekerjasama membuat dan mengembangkan terus teknologi ini. 

d) Adanya aspek komersial yang dihasilkan dalam sebuah perubahan ekstrim 

namun efektif dari sebuah penelitian yang mengakibatkan terbentuknya 
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sebuah infrastruktur informasi yang besar dan berguna. Internet sekarang 

sudah merupakan sebuah infrastruktur informasi global, yang awalnya disebut 

the Nation Information Infrastructure di Amerika Serikat. Sejarahnya sangat 

kompleks dan mencakup banyak aspek seperti teknologi, organisasi, dan 

komunitas. Sejarah dan perkembangan internet tidak bisa dilepaskan dari 

perang dingin antara Uni Soviet (USSR) dan Amerika Serikat yang mulai 

mengemuka sejak usainya Perang Dunia II
5
. Pengaruhnya tidak hanya 

terhadap bidang teknik komputer saja tetapi juga berpengaruh kepada masalah 

sosial seperti yang sekarang kita lakukan yaitu kita banyak mempergunakan 

alat-alat bantu online untuk mencapai sebuah bisnis elektronik (electronic 

commerce)
 18

 

 

Perkembangan teknologi komputer seiring dengan perkembangan teknologi di 

bidang telekomunikasi, menghasilkan perpaduan antara kedua bidang teknologi 

tersebut. Perpaduan keduanya membentuk piranti baru yang dikenal dengan nama 

internet. Pada intinya, internet merupakan jaringan komputer yang terhubung satu 

sama lain melalui media komunikasi, seperti kabel telepon, serat optik, satelit atau 

gelombang frekuensi.
 19

 

 

Kondisi kehidupan masyarakat, selalu terdapat penyimpangan-penyimpangan 

sosial yang dilakukan oleh anggotanya, baik yang dilakukan secara sengaja 

maupun terpaksa. Fenomena tersebut tidak dapat dihindari dalam sebuah 

masyarakat. Interaksi sosial yang terjadi di antara anggota masyarakat terkadang 
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menimbulkan gesekan-gesekan yang tidak jarang mengakibatkan penyimpangan 

norma yang berlaku pada masyarakat tersebut. Satu di antara penyimpangan sosial 

yang banyak terdapat di hampir seluruh negara adalah prostitusi yang selalu ada 

dalam kehidupan masyarakat sejak ribuan tahun yang lalu.  

 

Seks merupakan salah satu kebutuhan yang selalu ada dalam diri manusia dan bisa 

muncul secara tiba-tiba, dapat dikatakan bahwa kehidupan manusia dalam dunia 

seks (prostitusi), bisa terjadi karena dua faktor utama yaitu faktor internal dan 

faktor eksternal. Faktor internal adalah yang datang dari individu wanita itu 

sendiri, yaitu yang berkenaan dengan hasrat, rasa frustrasi, kualitas konsep diri, 

dan sebagainya, sedangkan faktor eksternal adalah sebab yang datang bukan 

secara langsung dari individu wanita itu sendiri melainkan karena ada faktor luar 

yang mempengaruhinya untuk melakukan hal yang demikian. Faktor eksternal ini 

bisa berbentuk desakan kondisi ekonomi, pengaruh lingkungan, kegagalan 

kehidupan keluarga, kegagalan percintaan, dan sebagainya. 

 

Masalah prostitusi adalah masalah yang kompleks dengan intrik sosial. Tampak 

bahwa semua jerih payah yang dilakukan baik dari sisi hukum, tatanan sosial, 

praktek dan pelaku, dikarenakan faktor ekonomi yang dianggap sebagai jalan 

pokok bagi kaum wanita untuk memperoleh kebebasannya. Selain faktor 

ekonomi, masalah besar lainnya, yang muncul sebagai salah satu pemicu 

mendasar tindak prostitusi adalah krisis keluarga, di mana krisis keluarga adalah 

awal dari krisis kemanusiaan, bila kehidupan keluarga tidak mampu lagi 

memuaskan seseorang, maka seseorang cenderung tidak dapat lagi mengenali jati 

dirinya dan tak mampu memahami peran dan fungsinya, baik diri pribadi maupun 
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sebagai anggota suatu keluarga. Faktor ekonomi merupakan faktor yang paling 

dominan terhadap prostitusi, seperti dalam masalah sulitnya untuk mendapatkan 

pekerjaan di ibukota dengan bekal pendidikan yang minim, maka kebanyakan dari 

wanita yang dikarenakan desakan ekonomi yang kuat mendorong mereka untuk 

menjalani hidup sebagai wanita penghibur dengan melakukan penjualan jasa 

seksual. Sebuah penelitian mengungkap fakta bahwa jumlah anak dan remaja 

yang terjebak di dunia prostitusi di Indonesia semakin meningkat dalam empat 

tahun terakhir ini, terutama semenjak krisis moneter terjadi, sekitar 150.000 anak 

di bawah usia 18 tahun menjadi pekerja seks, dan setengah dari pekerja seks di 

Indonesia berusia di bawah 18 tahun
20

.  

 

Alasan-alasan mengapa seorang remaja bisa terjerumus ke dalam dunia prostitusi 

karena menyangkut masalah sosial, ekonomi, pendidikan, angka putus sekolah, 

kesehatan tidak saja dari pihak si remaja tadi melainkan juga keluarga dan seluruh 

masyarakat di sekelilingnya. Banyak dari mereka yang terpaksa menjadi pekerja 

seks komersil karena frustrasi setelah harapannya untuk mendapatkan kasih 

sayang di keluarganya tidak terpenuhi. 

 

Perkembangan teknologi saat ini sudah dijadikan suatu kesempatan oleh sebagian 

pihak untuk melakukan bisnis praktik prostitusi atau penjualan jasa seksual 

melalui media internet, dengan melakukan chatting kemudian menawarkan bisnis 

tersebut kepada calon pelanggan dengan memberikan informasi tentang wanita 

penghibur yang akan dipilihnya, dengan menampilkan seluruh dokumen berupa 

foto-foto wanita penghibur tersebut di dalam situs, dan memberikan tarif, serta 
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menentukan tempat yang biasa dijadikan untuk melakukan praktik prostitusi 

kepada pelanggan yang akan berkencan dengan wanita penghibur pilihannya. 

Data wanita penghibur yang ada di dalam situs tersebut tidak hanya wanita yang 

usianya di atas 18 tahun, tetapi banyak pula wanita yang usianya masih di bawah 

18 tahun, bahkan ada pula gadis yang masih duduk di bangku SMP, yang menjadi 

anggota dari bisnis tersebut.
 21

 

 

3. Kejahatan Melalui Internet 

 

Perkembangan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sekarang ini selain 

telah memberikan manfaat juga telah menimbulkan dampak negatif bagi 

kehidupan masyarakat. Teknologi Informasi mengakibatkan berkembangnya 

sarana dan fasilitas untuk dijadikan suatu tindakan kejahatan dalam dunia maya 

(cyber crime). Hal ini tidak hanya membawa dampak pada perkembangan 

teknologi itu sendiri, tetapi juga akan mempengaruhi aspek kehidupan lain, seperti 

agama, kebudayaan, sosial, politik, kehidupan pribadi, masyarakat, bahkan bangsa 

dan negara. 

 

Jaringan informasi global atau internet saat ini telah menjadi salah satu sarana 

untuk melakukan kejahatan baik domestik maupun internasional. Internet juga 

seringkali dijadikan sebagai salah satu media untuk melakukan suatu tindakan 

kejahatan yang bersifat internasional dan melewati batas ataupun kedaulatan suatu 

negara. Adanya berbagai macam kejahatan yang dilakukan melalui media internet 

pada saat sekarang ini sangat merugikan bagi kehidupan masyarakat ataupun 
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kepentingan suatu bangsa dan negara pada hubungan internasional. Cyber crime 

dewasa ini mengalami perkembangan sangat pesat tanpa mengenal batas wilayah 

negara lagi, karena kemajuan teknologi yang digunakan para pelaku cukup 

canggih dalam aksi kejahatannya. 

 

Jenis-jenis kejahatan melalui media internet, antara lain
22

. 

a) Recreational Hacker, kejahatan ini dilakukan oleh para pemula untuk 

mencoba kekurang handalan dari sistem sekuritas atau keamanan data suatu 

perusahaan. Kejahatan seperti ini dilakukan oleh pelaku dengan tujuan hanya 

untuk melakukan suatu hiburan akan tetapi mempunyai dampak pada 

kejahatan mayantara yang secara langsung maupun tidak langsung sangat 

merugikan pihak lain. 

b) Crackers atau Criminal Minded Hackers, yaitu pelaku kejahatan ini biasanya 

memiliki motivasi untuk mendapatkan keuntungan finansial, sabotase, dan 

menghancurkan data pihak korban. Tipe kejahatan ini dapat terjadi dengan 

bantuan orang dalam seperti staf karyawan yang sakit hati atau datang dari 

pihak lain yang menjadi lawan atau saingan dalam kegiatan bisnis sejenis. 

c) Political Hackers, yaitu aktivis politik yang melakukan perusakan terhadap 

ratusan situs web untuk mengkampanyekan program-program tertentu bahkan 

tidak jarang digunakan untuk menempelkan pesan untuk mendiskreditkan 

lawan politiknya. 

d) Demial of Service Atack, adalah untuk memacetkan sistem dengan menggangu 

akses dari pengguna jasa internet yang sah. Cara yang digunakan adalah 
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mengirim atau membanjiri situs web dengan data-data yang tidak penting bagi 

orang yang dituju. Pemilik situs web menderita kerugian, karena untuk 

mengendalikan atau mengontrol kembali situs web tersebut dapat memakan 

waktu yang cukup lama. 

e) Insiders Hackers, biasanya dilakukan oleh orang dalam perusahaan sendiri. 

Modus operandinya adalah karyawan yang kecewa atau bermasalah dengan 

pimpinan, dan kemudian merusak data dalam transaksi bisnis. 

f) Viruses, program pengganggu perangkat lunak dengan melakukan penyebaran 

virus yang dapat menular melalui aplikasi internet, ketika akan diakses oleh 

pemakai. Sebelum ditemukan internet, pola penularan virus oleh hackers 

hanya bisa melalui floppy disk, akan tetapi perkembangan internet dewasa ini, 

virus dapat bersembunyi di dalam file bahkan dapat menyebar pula melalui 

kiriman e-mail. 

g) Piracy, pembajakan software atau perangkat lunak komputer merupakan suatu 

kebiasaan yang terjadi dewasa ini, karena dianggap lebih mudah dan murah 

untuk dilakukan para pembajak dengan menghasilkan keuntungan berlipat 

ganda. Pihak produsen yang memproduksi induk master dari permainan 

(games), film, dan lagu dapat kehilangan keuntungan karena karyanya dibajak 

melalui download dari internet dan dicopy melalui video caset decordre (vcd), 

compac disk (cd), playstation, dan cassete recorder. 

h) Fraud, adalah sejenis manipulasi informasi dengan tujuan untuk menghasilkan 

keuntungan sebesar-besarnya. Seperti situs lelang fiktif dengan mendapatkan 

uang masuk dari para peserta lelang karena barang yang dipesan tidak dikirim, 

dan identitas pelakunya tidak dapat dilacak dengan muda. 
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i) Gambling, perjudian di dunia mayantara semakn global sehingga sulit untuk 

dijerat sebagai pelanggaran hukum apabila hanya memakai huum nasional 

suatu negara berdasarkan pada locus delicti atau tempat kejadian perkara, 

karena para pelaku dengan mudah dapat memindahkan tempat permainan judi 

dengan sarana komputer yang dimilikinya. 

j) Cyber Stalking, adalah segala bentuk kiriman e-mail yang tidak dikehendaki 

oleh para user, dan kiriman ini dapat menghabiskan waktu user untuk 

membersihkan halaman komputernya dari e-mail yang tidak dikehendaki itu. 

k) Cyber Espionage, merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet 

untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki 

sistem jaringan komputer (computer network system) pihak sasaran. 

l) Hate Sites, situs ini sering digunakan oleh hackers untuk saling menyerang 

dan melonterkan komentar-komentar yang tidak sopan secara terang-terangan 

untuk menyerang pihak-pihak yang tidak disenanginya. Penyerangan terhadap 

lawan ini sering mengangkat isu-isu, perang program, dan promosi kebijakan 

ataupun suatu pandangan yang dianut oleh seseorang atau kelompok untuk 

bisa di baca pihak lain sebagai pesan yang disampaikan. 

Melalui kecanggihan teknologi informasi dewasa ini, para hacker dan kracker 

dapat melakukan kejahatan lintas negara (cross bundaries countries), bahkan di 

negara-negara berkembang, aparat penegak hukum masih kesulitan untuk 

menanggulangi suatu kejahatan dilakukan oleh hackers karena keterbatasan 

sumber daya manusia, sarana dan prasarana teknologi yang dimiliki, di sisi lain 

dalam menunjukan kemampuannya terbukti semakin handal untuk merusak data 

korban. Mereka dengan cepat mampu mengikuti perkembangan baru teknologi 
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untuk membobol data rahasia korban atau virus perusak yang tidak dikenal 

sebelumnya. Perbuatan ini jelas akan menimbulkan kerugian besar bagi korban 

karena sulit untuk dipulihkan dalam waktu singkat mengingat ada pula antibody 

virus tidak mudah ditentukan oleh pembuat software komputer. 

 

Kecanggihan Teknologi Informasi juga dimanfaatkan oleh para hacker dan 

cracker untuk melakukan aksi teror melalui media internet sebagai sarana dan 

objek sasaran aksi terorisme. Melalui keahliannya menggunakan Teknologi 

Informasi, kegiatan terorisme dapat dilakukan dalam bentuk e-mail, teroris dapat 

menggunakan e-mail untuk menteror, mengancam, dan menyebarkan virus ganas 

yang fatal, merencanakan kejahatan lainnya bersama kelompoknya yang lain. 

 

Kejahatan-kejahatan internet di atas terjadi karena adanya suatu perkembangan 

teknologi yang dapat mengakibatkan berkembangnya sarana dan fasilitas untuk 

dijadikan suatu tindakan kejahatan dalam dunia maya (cyber crime). Hal ini tidak 

hanya membawa dampak pada perkembangan teknologi itu sendiri, tetapi juga 

akan mempengaruhi aspek kehidupan lain, seperti agama, kebudayaan, sosial, 

politik, kehidupan pribadi, masyarakat, bahkan bangsa dan negara. 

 

D. Pengertian Penyidikan  

 

Menurut Pasal 1 Butir (1) KUHAP, penyidik adalah pejabat polisi Negara 

Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi 

wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.  
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Menurut Pasal 6 KUHAP:  

(1) Penyidik adalah:  

(a) Pejabat polisi negara Republik Indonesia;  

(b) pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh 

undang-undang.  

(2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) akan diatur 

lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.  

 

Menurut Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat 

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-

undang untuk melakukan penyidikan.  

 

Penyidik dari Polri yang berwenang melakukan penyidikan saat ini minimal harus 

seorang polisi dengan pangkat minimal Ajun Inspektur Polisi Dua (AIPDA), 

sedangkan untuk seorang polisi yang bertugas sebagai penyidik pembantu berasal 

dari Bintara polisi dengan pangkat minimal Brigadir Polisi Dua (BRIPDA), 

Brigadir Polisi Satu (BRIPTU), Brigadir atau Brigadir Kepala (BRIPKA).  

 

Berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian maka untuk meringankan beban penyidik juga telah diatur adanya 

penyidik pembantu. Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara 

Republik Indonesia yang diangkat oleh kepala Kepolisian Negara Republik 

Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan yang diberi wewenang tertentu dalam 

melaksanakan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.  
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Pejabat Penyidik Pembantu dalam KUHAP diatur dalam Pasal 10, selanjutnya 

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah 

Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan KUHAP menetukan bahwa Penyidik 

Pembantu adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang berpangkat 

Sersan Dua Polisi dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan 

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat 

Pengatur Muda atau yang disamakan dengan itu. Penyidik Pembantu tersebut 

diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau 

pimpinan kesatuan masing-masing. Wewenang pengangkatan ini dapat 

dilimpahkan pada pejabat Kepolisian Negara yang lain.  

 

Wewenang Penyidik Pembantu ini hampir sama dengan penyidik pada umumnya, 

kecuali pada kewenangan penahanan. Dalam hal penahanan, penyidik pembantu 

harus menunggu terlebih dahulu pelimpahan wewenang dari penyidik. Dalam 

pembuatan berita acara dan berkas perkara yang tidak langsung diserahkan kepada 

penuntut umum, tetapi diserahkan kepada penyidik.
23

 

 

Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah hukum pada 1961 sejak dimuatnya 

istilah tersebut dalam Undang-Undang Pokok Kepolisian (UU Nomor 13 Tahun 

1961). Sebelum dipakai istilah “pengusutan” yang merupakan terjemahan dari 

bahasa Belanda opsporing
24

. Dalam rangka sistem peradilan pidana tugas polisi 

terutama sebagai petugas penyidik tercantum dalam ketentuan Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana. Sebagai petugas penyidik, polisi bertugas untuk 
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menanggulangi pelanggaran ketentuan peraturan pidana, baik yang tercantum 

dalam maupun di luar ketentuan KUHP. Inilah antara lain tugas polisi sebagai alat 

negara penegak hukum.  

 

Ketentuan tentang pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir (2) 

KUHAP bahwa: “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan 

menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana 

yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”  

 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) KUHAP bahwa penyidik adalah pejabat 

polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang 

diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Tujuan penyidikan secara konkrit 

dapat diperinci sebagai tindakan penyidik untuk mendapatkan keterangan tentang: 

a. Tindak pidana apa yang dilakukan. 

b. Kapan tindak pidana dilakukan.  

c. Dengan apa tindak pidana dilakukan.  

d. Bagaimana tindak pidana dilakukan.  

e. Mengapa tindak pidana dilakukan.  

f. Siapa pembuatnya atau yang melakukan tindak pidana tersebut
25

 

 

Penyidikan ini dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti  

yang pada tahap pertama harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya 

masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi  

atau tentang tindak pidana yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya. Apabila 
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berdasarkan keyakinan tersebut penuntut umum berpendapat cukup adanya alasan 

untuk mengajukan tersangka kedepan sidang pengadilan untuk segera 

disidangkan. Di sini dapat terlihat bahwa penyidikan suatu pekerjaan yang 

dilakukan untuk membuat terang suatu perkara, yang selanjutnya dapat dipakai  

oleh penuntut umum sebagai dasar untuk mengajukan tersangka beserta bukti- 

bukti yang ada kedepan persidangan. Bila diperhatikan pekerjaan ini mempunyai 

segi-segi yuridis, oleh karena keseluruhan pekerjaan ini ditujukan pada pekerjaan 

disidang pengadilan. Penyidikan dilakukan untuk kepentingan peradilan, 

khususnya untuk kepentingan penuntutan, yaitu untuk menentukan dapat tidaknya 

suatu tindakan atau perbuatan dilakukan penuntutan.  

 

Persangkaan atau pengetahuan adanya tindak pidana dapat diperoleh dari empat 

kemungkinan, yaitu: 

a. Kedapatan tertangkap tangan. 

b. Karena adanya laporan. 

c. Karena adanya pengaduan. 

d. Diketahui sendiri oleh penyidik
26

  

 

Hal menyelidik dan hal menyidik secara bersama-sama termasuk tugas kepolisian 

yustisiil, akan tetapi ditinjau pejabatnya maka kedua tugas tersebut merupakan 

dua jabatan yang berbeda-beda, karena jika tugas menyelidik diserahkan hanya 

kepada pejabat polisi negara, maka hal menyidik selain kepada pejabat tersebut 

juga kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu. Pengertian mulai melakukan 

penyidikan adalah jika dalam kegiatan penyidikan tersebut sudah dilakukan upaya 
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paksa dari penyidik, seperti pemanggilan pro yustisia, penangkapan, penahanan, 

pemeriksaan, penyitaan dan sebagainya.  

 

Penyidikan menurut Moeljatno dilakukan setelah dilakukannnya penyelidikan, 

sehingga penyidikan tersebut mempunyai landasan atau dasar untuk 

melakukannya. Dengan kata lain penyidikan dilakukan bukan atas praduga 

terhadap seseorang menurut penyidik bahwa ia bersalah. Penyidikan dilaksanakan 

bukan sekedar didasarkan pada dugaan belaka, tetapi suatu asas dipergunakan 

adalah bahwa penyidikan bertujuan untuk membuat suatu perkara menjadi terang 

dengan menghimpun pembuktian mengenai terjadinya suatu perkara pidana. 

Penyidikan dilakukan bila telah cukup petunjuk-petunjuk bahwa seorang atau para 

tersangka telah melakukan peristiwa yang dapat dihukum.
 27

 

  

Penyidikan memerlukan beberapa upaya agar pengungkapan perkara dapat 

diperoleh secara cepat dan tepat. Upaya–upaya penyidikan tersebut mulai dari 

surat panggilan, penggeledahan, hingga penangkapan dan penyitaan. Dalam hal 

penyidik telah mulai melakukan penyidikan sesuatu peristiwa yang merupakan 

tindak pidana, penyidik membertahukan hal itu kepada Penuntut Umum (sehari-

hari dikenal dengan SPDP atau Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) hal 

ini sesuai dengan KUHAP Pasal 109 Ayat (1). Setelah bukti-bukti dikumpulkan 

dan yang diduga tersangka telah ditemukan maka penyidik menilai dengan 

cermat, apakah cukup bukti untuk dilimpahkan kepada Penuntut Umum 

(kejaksaan) atau ternyata bukan tindak pidana. Jika penyidik berpendapat bahwa 

peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana maka penyidikan dihentikan 
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demi hukum. Pemberhentian penyidikan ini dibertahukan kepada Penuntut Umum 

dan kepada tersangka atau keluarganya.  

 

Berdasarkan pemberhentian penyidikan tersebut, jika Penuntut Umum atau pihak 

ketiga yang berkepentingan, dapat mengajukan praperadilan kepada Pengadilan 

Negeri yang akan memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan. 

Jika Pengadilan Negeri sependapat dengan penyidik maka penghentian 

penyidikan sah, tetapi jika Pengadilan Negeri tidak sependapat dengan 

penyidikan, maka penyidikan wajib dilanjutkan. Setelah selesai penyidikan, 

berkas diserahkan pada penuntut Umum (KUHAP Pasal 8 Ayat (2)). Penyerahan 

ini dilakukan dua tahap: 

(1). Tahap pertama, penyidik hanya menyerahkan berkas perkara. 

(2). Dalam hal penyidik sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung 

jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum. 

 

Apabila pada penyerahan tahap pertama, Penuntut Umum berpendapat bahwa 

berkas kurang lengkap maka ia dapat mengembalikan berkas perkara kepada 

penyidik untuk dilengkapi disertai petunjuk dan yang kedua melengkapi sendiri. 

Menurut sistem KUHAP, penyidikan selesai atau dianggap selesai dalam hal: 

(a).Dalam batas waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas 

perkara, atau apabila sebelum berakhirnya batas waktu tersebut penuntut 

umum memberitahukan pada penyidik bahwa hasil penyidikan sudah lengkap. 

(b).Sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 8 Ayat (3)  

huruf (b), dengan penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti 

dari penyidik kepada penuntut umum. 
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(c). Dalam hal penyidikan dihentikan sesuai dengan ketentuan Pasal 109 Ayat (2), 

yakni karena tidak terdapatnya cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan 

merupakan suatu tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum. 

 

Selesainya penyidikan dalam artian ini adalah bersifat sementara, karena bila 

disuatu saat ditemukan bukti-bukti baru, maka penyidikan yang telah dihentikan 

harus dibuka kembali. Pembukaan kembali penyidikan yang telah dihentikan itu, 

dapat pula terjadalam putusan praperadilan menyatakan bahwa penghentian 

penyidikan itu tidak sah dan memerintahkan penyidik untuk menyidik kembali 

peristiwa itu. Berdasarkan pasal 110 Ayat (4) KUHAP, jika dalam waktu 14 hari  

Penuntut Umum tidak mengembalikan berkas (hasil penyidikan) maka penyidikan 

dianggap telah selesai.  

 

Tugas utama penyidik sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat 

(2) KUHAP, maka untuk tugas utama tersebut penyidik diberi kewenangan 

sebagaimana diatur oleh Pasal 7 KUHAP untuk melaksanakan kewajibannya, 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 jo Undang-

Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Hukum Acara Pidana, penyidik 

sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf (a) karena kewajibannya 

mempunyai wewenang:  

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak 

pidana. 

b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian. 

c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri  

tersangka. 
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d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. 

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. 

f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang. 

g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. 

h. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan 

perkara. 

i. Mengadakan penghentian penyidikan. 

j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 

 

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pokok Kepolisian Negara Republik 

Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 14 Ayat (1) huruf (g) menyatakan bahwa 

wewenang penyidik adalah melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana 

sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.  

 

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pada Pasal 15 Ayat (1), 

menyatakan bahwa wewenang penyidik adalah: 

1). Menerima laporan atau pengaduan.  

2). Melakukan tindakan pertama pada tempat kejadian. 

3). Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang. 

4). Menerima dan menyimpan barang temuan sementara waktu. 

 

Penyidikan memerlukan beberapa upaya agar pengungkapan perkara dapat 

diperoleh secara cepat dan tepat. Upaya–upaya penyidikan tersebut mulai dari 

surat panggilan, penggeledahan, hingga penangkapan dan penyitaan. Dalam hal 

penyidik telah mulai melakukan penyidikan sesuatu peristiwa yang merupakan 

tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum (sehari-
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hari dikenal dengan SPDP atau Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) hal 

ini sesuai dengan KUHAP Pasal 109 Ayat (1). Setelah bukti-bukti dikumpulkan 

dan yang diduga tersangka telah ditemukan maka penyidik menilai dengan 

cermat, apakah cukup bukti untuk dilimpahkan kepada Penuntut Umum 

(kejaksaan) atau ternyata bukan tindak pidana. Jika penyidik berpendapat bahwa 

peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana maka penyidikan dihentikan 

demi hukum. Pemberhentian penyidikan diberitahukan Penuntut Umum kepada 

tersangka atau keluarganya.  

 

Berdasarkan pemberhentian penyidikan tersebut, jika Penuntut Umum atau pihak 

ketiga yang berkepentingan, dapat mengajukan praperadilan kepada Pengadilan 

Negeri yang akan memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan. 

Jika Pengadilan Negeri sependapat dengan penyidik maka penghentian 

penyidikan sah, tetapi jika Pengadilan Negeri tidak sependapat dengan 

penyidikan, maka penyidikan wajib dilanjutkan. Setelah selesai penyidikan, 

berkas diserahkan pada Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat 

(2) KUHAP. Penyerahan ini dilakukan dua tahap, yaitu tahap pertama adalah 

penyidik hanya menyerahkan berkas perkara dan tahap kedua adalah dalam hal 

penyidik sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas 

tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum. 

 

Penuntut Umum apabila pada penyerahan tahap pertama, berpendapat bahwa 

berkas kurang lengkap maka ia dapat mengembalikan berkas perkara kepada 

penyidik untuk dilengkapi disertai petunjuk dan yang kedua melengkapi sendiri. 

Menurut sistem KUHAP, penyidikan selesai atau dianggap selesai dalam hal: 
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1) Dalam batas waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas 

perkara, atau apabila sebelun berakhirnya batas waktu tersebut penuntut 

umum memberitahukan pada penyidik bahwa hasil penyidikan sudah lengkap. 

2) Sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Ayat (4) KUHAP jo Pasal 8 Ayat (3) huruf 

b, dengan penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti dari 

penyidik kepada penuntut umum. 

3) Dalam hal penyidikan dihentikan sesuai dengan ketentuan Pasal 109 Ayat (2), 

yakni karena tidak cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan 

suatu tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum. 

 

Penyidikan yang selesai dalam artian ini adalah bersifat sementara, karena bila di 

suatu saat ditemukan bukti-bukti baru, maka penyidikan yang telah dihentikan 

harus dibuka kembali. Pembukaan kembali penyidikan yang telah dihentikan itu, 

dapat pula terjadi dalam putusan praperadilan menyatakan bahwa penghentian 

penyidikan itu tidak sah dan memerintahkan penyidik untuk menyidik kembali 

peristiwa itu. Berdasarkan Pasal 110 Ayat (4) KUHAP, jika dalam waktu 14 hari 

Penuntut Umum tidak mengembalikan berkas (hasil penyidikan) maka penyidikan 

dianggap telah selesai.  

 

Berdasarkan ketentuan KUHAP maka diketahui bahwa untuk meringankan beban 

penyidik juga telah diatur adanya penyidik pembantu. Penyidik pembantu adalah 

pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh kepala 

Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan yang 

diberi wewenang tertentu dalam melaksanakan tugas penyidikan yang diatur 

dalam undang-undang.  
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Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b mempunyai 

wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-

masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan 

pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a. (Ayat 2) 

 

Penyidik dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud Ayat (1) dan (2), 

wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Pasal 5 dan Pasal 7 UU No. 8 

tahun 1981 disebutkan bahwa setiap pejabat kepolisian yang berkualifikasi 

menyelidik dan menyidik dalam rangka melakasanakan tugas dibidang peradilan 

pidana karena kewajibannya diberi wewenang oleh undang-undang.  

 

Wewenang kepolisian untuk melakukan tindakan-tindakan kepolisian tidak 

mungkin diatur secar terperinci, maka dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) angka 4 

dan Pasal 7 Ayat (1) huruf j dinyatakan bahwa polisi berwenang karena 

kewajibannya melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 

Maksud tindakan lain adalah tindakan penyelidik atau penyidik untuk kepentingan 

penyelidikan atau penyidikan dengan ketentuan tidak bertentangan dengan 

kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannyna tindakan jabatan, tindakan 

itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya dan 

atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa serta 

menghormati Hak Asasi Manusia. 

 

Tindakan lain ini seperti tindakan penyidik berupa diskresi kepolisian boleh 

diambil penyidik di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah 

Kepulauan Bangka Belitung selama masih dalam jalur yang telah ditentukan oleh 

hukum itu sendiri. Berdasarkan pada Pasal 7 Ayat (1) tersebut polisi dapat 
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mengambil tindakan lain pada saat penyidikan selain yang telah disebutkan pada 

aturan perundang-undangan tersebut selama demi kepentingan tugas-tugas 

kepolisian, sekalipun polisi telah diberikan kewenangan oleh undang-undang 

untuk mengambil tindakan lain tersebut tetap saja polisi harus bisa untuk 

mempertanggung jawabkan atas segala tindakan yang diambil dalam tugasnya dan 

tidak menyalah gunakan kewenangan yang dimilikinya, mengingat kewenangan 

untuk melakukan tindakan lain oleh polisi pada saat penyidikan demikian luasnya. 

 

Pasal 3 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Polisi 

Negara Republik Indonesia yang berpangkat Sersan Dua Polisi dan Pejabat 

Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik 

Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda atau yang 

disamakan dengan itu. Penyidik Pembantu tersebut diangkat oleh Kepala 

Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan 

masing-masing. Wewenang pengangkatan ini dapat dilimpahkan pada pejabat 

Kepolisian Negara yang lain.  

 

Wewenang Penyidik Pembantu ini hampir sama dengan penyidik pada umumnya, 

kecuali pada kewenangan penahanan. Dalam hal penahanan, penyidik pembantu 

harus menunggu terlebih dahulu pelimpahan wewenang dari penyidik. Dalam 

pembuatan berita acara dan berkas perkara yang tidak langsung diserahkan kepada 

penuntut umum, tetapi diserahkan kepada penyidik, kecuali dalam perkara dengan 

pemeriksaan singkat.  
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E. Penanggulangan Tindak Pidana atau Kejahatan 

Kebijakan Kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan 

berbagai istilah, antara lain penal policy, criminal policy, atau strafrechtspolitiek 

adalah suatu usaha untuk menanggulagi kejahatan melalui penegakan hukum 

pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka 

menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat 

diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum 

pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana 

pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan 

politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil 

perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu 

waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.
28

 

Usaha menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang 

dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun 

non hukum pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang 

lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti 

akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk 

mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan 

situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Penggunaan 

hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu 

penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya dengan kata lain sanksi 
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hukum pidana bukanlah merupakan pengobatan kausatif tetapi hanya sekedar 

pengobatan simptomatik. 

Selain itu kebijakan kriminal juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial 

(social policy). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk 

mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare policy) dan sekaligus 

mencakup perlindungan masyarakat (social defence policy). Jadi secara singkat 

dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal 

ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”. Usaha-usaha 

yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik 

kriminal) menggunakan dua sarana, yaitu: 

a. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal 

Sarana penal adalah penggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum 

pidana yang di dalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu : 

(1) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana. 

(2) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar. 

b. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal 

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi 

penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, 

namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya 

kejahatan
29

  

 

Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan 

yang berorientasi pada kebijakan (policy-oriented approach) dan sekaligus 
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pendekatan yang berorientasi pada nilai (value-oriented approach) karena ia 

hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau policy (yaitu bagian 

dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan 

politik sosial). Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai terhadap sejumlah 

perbuatan asusila dilakukan dengan mengadopsi perbuatan yang tercela di 

masyarakat dan berasal dari ajaran-ajaran agama dengan sanksi berupa pidana.
 30

 

 

Pidana yang dapat dijatuhkan bagi pelaku prostitusi online adalah pidana penjara 

dan/ atau pidana denda. Pidana penjara adalah pidana utama di antara pidana 

hilang kemerdekaan dan pidana penjara ini dapat dijatuhkan untuk seumur hidup 

atau untuk sementara waktu. Pidana penjara sebagai pidana utama di antara 

kehilangan kemerdekaan dan pidana penjara ini dapat untuk seumur hidup atau 

untuk sementara waktu.  
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